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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut 
prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip 
kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat 
baik di pusat maupun di daerah yang mampu mengejewantahkan nilai-nilai 
demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan 
kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 
diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara 
pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan 
mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawa 
perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan 
wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. 

Dalam kapasitasnya DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah 
mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam 
membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan 
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pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat 
luas. 

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah 
juga  dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat 
berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam 
prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika 
politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di 
pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah 
yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.   

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam 
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan 
peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan 
pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 ayat (1), 
Pasal 376 ayat (1), Pasal 338, Pasal 389 Undang-Undang Nomor 27             
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi DPRD 
dalam menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 
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Huruf e 

Pemilihan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, wakil 
bupati/wakil walikota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota 
apabila masa jabatan wakil kepala daerah masih tersisa                      
18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan 
jabatan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam 
ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar 
negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam 
ketentuan ini adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan 
pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi, 
kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan 
kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama 
penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi 
didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil pemilihan 
umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dan secara 
administratif dilakukan oleh KPU provinsi serta dilaporkan kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dan tembusannya 
disampaikan kepada KPU. 

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa gubernur tidak boleh menilai 
keputusan KPU provinsi melainkan hanya meneruskan keputusan 
KPU provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Apabila gubernur tidak 
meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri, KPU provinsi langsung 
mengusulkan peresmian pengangkatan anggota DPRD provinsi 
kepada Menteri Dalam Negeri. 

Ayat (2)  

Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap 
provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang            
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil 
pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU 
kabupaten/kota dan secara administratif dilakukan oleh KPU 
kabupaten/kota serta dilaporkan kepada gubernur melalui 
bupati/walikota dan tembusannya disampaikan kepada KPU 
provinsi. 

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati/walikota tidak boleh 
menilai keputusan KPU kabupaten/kota melainkan hanya 
meneruskan keputusan KPU kabupaten/kota kepada gubernur. 
Apabila bupati/walikota tidak meneruskan kepada gubernur, KPU 
kabupaten/kota langsung mengusulkan peresmian pengangkatan 
anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” adalah 
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, 
sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak 
lagi menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu anggota DPRD yang 
baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya 
masa jabatan anggota DPRD yang lama.  
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang 
memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan 
tinggi yang bersangkutan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang 
memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan 
negeri yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Huruf a 

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah dimaksudkan 
untuk mendorong anggota DPRD dalam menyikapi serta 
menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang 
diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan 
daerah. 

Huruf b 

Hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan baik secara 
lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan 
fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. 

Huruf c 

Hak anggota DPRD untuk menyampaikan suatu usul dan 
pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun 
kepada DPRD sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan 
panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap 
anggota DPRD tidak dapat diarahkan oleh siapa pun didalam 
proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian 
usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, 
etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota 
DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi 
maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD, partai politik, atau 
perguruan tinggi. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat tulis kantor dan alat 
kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas. 

Yang dimaksud dengan “anggaran” adalah kebutuhan belanja 
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untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan 
kesekretariatan. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Penyampaian calon pimpinan DPRD dari partai politik secara 
administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik 
atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik 
setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan 
rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang 
bersangkutan.  

Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang diajukan 
oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan 
wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan 
pusat partai politik yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon 
anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat 
partai yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa gubernur untuk calon 
pimpinan DPRD provinsi dan bupati/walikota untuk calon 
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pimpinan DPRD kabupaten/kota hanya meneruskan keputusan 
DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPRD.  

Apabila gubernur tidak meneruskan keputusan DPRD provinsi 
tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan bupati/walikota tidak 
meneruskan keputusan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur, 
pimpinan sementara DPRD provinsi dapat langsung mengusulkan 
peresmian pengangkatan pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri 
Dalam Negeri dan pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota 
dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan pimpinan 
DPRD kabupaten/kota kepada gubernur. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi 
dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat 
melaksanakan tugasnya.  

Tidak termasuk berhalangan sementara apabila anggota pimpinan 
DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai anggota dan/atau 
pimpinan DPRD. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 
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Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 
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Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada 
Menteri Dalam Negeri” adalah penetapan peraturan Menteri Dalam 
Negeri sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD provinsi 
yang sama dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil 
dilahirkan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada 
gubernur” adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung 
hukum bagi pemberlakuan APBD kabupaten/kota yang sama 
dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dilahirkan 
Peraturan Daerah tentang APBD. 
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Ayat (7) 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan 
fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi untuk 
menentukan kelanjutan dari rapat dimaksud. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus 
disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan 
daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang 
hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki 
naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai 
naskah akademik. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah perlunya 
menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang 
mengenai pembatalan suatu peraturan daerah, atau adanya 
kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau 
peraturan perundang-undangan yang bersifat segera. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Terkait dengan ketentuan Pasal ini, dalam peraturan DPRD tentang 
kode etik dapat memuat ketentuan seperti larangan menggunakan 
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jabatan sebagai anggota DPRD untuk mencari kemudahan dan 
keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang mempunyai 
usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha, 
larangan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk 
memengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau 
lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok, larangan 
menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan 
tugas dan wewenang DPRD, larangan menggunakan anggaran DPRD 
untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang 
DPRD, dan larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu 
kegiatan yang dibiayai pihak lain. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai 
politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan 
melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai 
politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antarwaktu 
dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah. 

Huruf i 

Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik 
lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pimpinan 
partai politik di provinsi untuk DPRD provinsi dan pimpinan partai 
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politik kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai 
dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai 
politik yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dilegalisir” adalah dilegalisir oleh KPU 
provinsi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dilegalisir” adalah dilegalisir oleh KPU 
kabupaten/kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 
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Pasal 109 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “unit kerja di masing-masing 
lembaga/instansi” adalah: 

a. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD provinsi, KPU provinsi, 
sekretariat daerah provinsi, dan Departemen Dalam Negeri, bagi 
penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi; 

b. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD kabupaten/kota, KPU 
kabupaten/kota, sekretariat daerah kabupaten/kota, dan 
sekretariat daerah provinsi, bagi penggantian antarwaktu 
anggota DPRD kabupaten/kota. 

Pasal 110 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “menjadi terdakwa” dibuktikan dengan 
register perkara di pengadilan negeri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
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Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114  

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan instansi vertikal 
adalah dalam rangka menerima masukan dan memberikan 
saran/rekomendasi mengenai permasalahan tertentu yang terjadi 
di daerahnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas  

Pasal 117 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja 
kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap atau sesuai dengan 
kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim 
ahli. Dengan demikian pemberian honorarium kepada kelompok 
pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai 
kebutuhan/kegiatan tertentu. 

 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 
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